
BUPATI BANGKALAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BANGKALAN 
NO MOR 3oTAHUN 2019 

TENTANG 
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 20 TAHUN 2014 
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK 

BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN 
DI KABUPATEN BANGKALAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKALAN, 

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015, kewenangan pengelolaan 
Kehutanan dan Pertambangan tidak lagi menjadi 
kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga peraturan 
yang terkait dengan pengelolaan kehutanan dan 
pertambangan perlu dicabut; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, maka perlu mencabut 
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 ten tang 
Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak 
Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan 
Pertambangan di Kabupaten Bangkalan dengan 
Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 



Menetapkan 
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3 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang 
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 306); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , 
Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 6322); 

8 . Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/B) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2013 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 
2013 Nomor 2/B, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangkalan Nomor 18). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENT ANG PENCABUTAN 
PERATURAN BUPATI BANGAKALAN NOMOR 20 TAHUN 
2014 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR 
PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN 
BANG KALAN. 
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Pasal 1 

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang 
Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak 
Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan 
Pertambangan di Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah 
Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 15/E) dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bangkalan. 

Diundangkan di Bangkalan 
Pada tanggal 1 O JUL 2019 

Ditetapkan di Bangkalan 
Pada tanggal J O JUL 2DJ9 

AMIN IMRON 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN, 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019 
NOMOR l}.8/G. 


